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<b>ABSTRAK</b>

Hutan Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia selain hutan di Brazil, pada saat ini telah mengalami

kerusakan yang parah. Kerusakan yang terjadi salah satunya disebabkan pembakaran hutan oleh perusahaan

pengolah hasil hutan dan perkebunan maupun masyarakat tradisional. Pembakaran tersebut biasanya

dilakukan untuk membuka atau menyiapkan lahan untuk ditanarni. Akibat dari pembakaran hutan tersebut

menimbulkan kerugian yang mencakup seluruh bidang kehidupan politik, ekonorni, sosial, budaya,

pertahanan	dan keamanan (poleksosbudhankam). Memperhatikan akibat yang ditimbulkan begitu luas,

sewajibnya pemerintah melindungi hutan dari kerusakan yang lebih parah. Pemerintah harus berani dan

tegas menindak setiap pelaku pembakaran dengan hukuman seberat-beratnya sehingga menimbulkan efek

jera. Untuk mewujudkannya diperlukan penegakan hukum yang kuat berdasarkan sistem peradilan pidana

yang terpadu. Namun pada kenyataannya penegakan hukum masih lemah. Pemerintah masih terkesan tidak

serius dalam menangani masalah yang membukt malu Indonesia terhadap negara-negara tetangga ini. Hal

ini dibuktikan dengan masih maraknya pembakaran hutan setiap tahunnya. Masih terdapat kelemahan--

kelemahan baik itu dari peraturan perundang-undangannya maupun lernbaga atau aparat penegak

hukumnya. Pengenaan sanksi pidana yang tidak mengindahkan azas lex specialis derogat legi generalis

dapat mengakibatkan "dipermainkannya" aturan hukum oleh penyidik dengan yang disidik. Disamping itu,

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan perkebunan tidak bekerja secara optimal

membantu pihak kepolisian menyidik terjadinya tindak pidana pembakaran yang terjadi diwilayah

yurisdiksinya. Tidak seriusnya pemerintah jugs terlihat dari kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk

memperlancar proses penegakan hukum yang dilakukan. Ini menyebabkan penanganan perkara menjadi

lamban ditambah lagi dengan minimnya sumber daya rnanusia yang dimiliki oleh lembagalembaga yang

memiliki kewenangan penyidikan disamping kepolisian. Yang terpenting dalam kasus pembakaran hutan ini

adalah adanya kemauan dari aparat penegak hukum untuk menindak pelaku karena menyidik satu kasus saja

memerlukan biaya operasional yang besar.

<hr>

<i><b>ABSTRACT</b>

Forest Indonesia as one of the world lung besides forest in Brazil, at the moment have experienced of hard

damage. Damages that happened is one of them caused by combustion of forest by company of processor

result of plantation and forest and traditional society. The combustion is usually done to open or prepare

farm to be cultivated. Effect of combustion of the forest generates loss including all area life of politics,

economic, social, cultural, security and defense. Considering generated effect so wide, is government's duty

to protect forest from even bigger damage. Government should be brave and straight to put the man behind

the bar with the smallest punishment that make people not going to do that again. To realize it needed the

straightening of strong law pursuant to integrated criminal justice system. But practically the straightening

of law still weaken. Government still impress not serious in handling problem making Indonesia shame to
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this neighbor countries. This proved by a large number of forest combustion each years. There are weakness

from the law and regulation of and government officer or institute enforcers. Imposition of crime sanction

which heedless of principality of "lex specialis derogat legi generalis" occur because the investigator can

somehow make the rule by himself. Beside that, civil investigator of forest and land are not optimally work

to help police to investigated the combustion in their jurisdiction region. Unserious of governmental also

seen from the so small budget for process the straightening of law enforcement going smooth. There for, the

case handling became slower and with the small number of person in these institution which have its own

investigating duty beside police. The most important in forest combustion is the willingness from law

enforcer to act to the person, because investigating a single case cost a lot of operational fee.</i>


